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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Nikah Tanpa Wali dan Saksi; Studi Analisis Terhadap
Pemikiran Mazhab az-Zahiri". Penclitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui pemikiran mazhab az-Zahiri dengan jclas landasan dasar serta kekuatan
dan kelemahan pemikiran mazhab az-Zahiri, utamanya berkaitan dengan masalah
nikah tanpa wali dan saksi ini, sekaligus mencari relevansinya dengan konteks
Indonesia.

Karena penelitian ini bersifat literer (pustaka), maka jenis penelitian yang
diambil adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dari
hasil penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif-analisis. Metode ini digunakan
untuk memperoleh secara jelas dan komprehensif pemikiran marzhab az-Zahiri
tentang obyck penclitian.

Dari hasil penelitian ini, setelah dianalisis dengan menggunakan teknik di
atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: bahwasanya lerjadi perbedaan
pendapat di kalangan ulama mazhab az-Zahiri, ada yang membolehkan dan ada
yang tidak mcmbolehkan. Masing-masing dari dua pendapat yang berbeda tersebut
didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan hadis yang mercka gunakan secara
tekstualis, tanpa menggunakan tafsiran akal, juga mengenyahkan giyas dan jjma’
Mctodc tckstualis pada mazhab az-Zahiri ini memiliki kekuatan, yaitu terjaganya
fatwa mercka dari aturan-aturan syariyah. Namun kclemabannya, sulit sckali
memecahkan masalah baru yang tidak ada teksnya di dalam al-Qur'an dan hadis.

Saran penulis, setelah melakukan penelitian ini, untuk selanjutnya diperiukan
pengkajian kembali pemikiran hukum ulama mazhab az-Zahiri lebih dalam lagi,
mengingat menikah tanpa wali dan saksi seringkali diidentikkan kepada mazhab az-
Zahiri oleh masyarakat, dan dijadikan dasar oleh remaja penganut kebebasan dan
keterbukaan pergaulan di Indonesia untuk melegalkan budaya seks bebas di kalangan
mereka. Dengan mengkaji lebih dalam lagi, diharapkan fatwa-fatwa hukum mazhab
az-Zahiri, tcrutama dalam hal nikah tanpa wali dan saksi, dapat digunakan sccara
proporsional oleh masyarakat,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan sebagai kcmuliaan yang sangat tinggi
derajatnya. Allah SWT menyebut ikatan pernikahan sebagai misagan galiza
(perjanjian yang sangat kuat). Demikian tingginya kedudukan pernikahan dalam
Islam, schingga mcnikah mcrupakan jalap penycmpurnaan separuh agama.

Pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT sebagai bentuk pemuliaan
manusia daripada makhluk ciptaan lainnya, yang secara bcbas menuruti
nalurinya tanpa mempertimbangkan aturan dan keadaan. Ini menandaskan,
bahwa Allah SWT. bermaksud di dalam pernikahan untuk menjaga kchormatan
dan martabat manusia.'

Hikmah dan maksud disyariatkannya nikah oleh Allah SWT, dapat
diketahui dari hasil pemikiran jjtihadiyah para ulama figh. Selain untuk
melaksanakan anjuran Allah SWT dan sunnah Nabi, secara umum, para ulama
figh berpendapat, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk: (1) melaksanakan atau

menyalurkan libido seksual secara baik, sehal dan benar, (2) memperoleh

! Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakakat 1, h. 10.



keturunan yang saleh, (3) mempcrolch kcbahagiaan dan kctentraman, dan
sekaligus (4) untuk berdakwah dan mensosialisasikan Islam.’

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan
suatu hal penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya, hingga Nabi
Muhammad SAW mcnganggap orang yang telah melaksanakan pernikahan telah
menyempurnakan separvh (misi) agamanya.

Di Indonesia, penjelasan tentang pentingnya pernikahan bagi seseorang
dapat diketahui dalam Kompilasi Hukum Isiam (KHI) pasal 2 yang menyebutkan
bahwa, "pcrkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau misaqon golidan untuk menaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah"> Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan
bagi umat Islam merupakan suatu perbuatan ibadah dan merupakan peristiwa
agama yang dapat dilakukan mclalui proscs kcagamaan dalam akad nikah.

Melihat pentingnya sebuah pernikahan, maka Islam mensyariatkan garis
besar aturan-aturan yang menjelaskan tata cara pernikahan. Tata dan aturan 'cara
pernikahan ini dimaksudkan agar satu sama lain benar-benar di ridoi oleh Allah
SWT serta jauh dari fitnah dan perbuatan curang. Untuk itu, Islam mengajukan
syarat-syarat di dalam akad pernikahan, salah satunya adalah adanya wali dan

saksi.

2 Ibid bh. 12 - 18.
3 Abdurrahman, Xompilssi Hukum Islem di Indonesiz, b. 114.



Tentang wali, Mahmud Syaltut menjclaskan, bahwa ulama sepakat
wanita yang * agilah (berakal sehat) dan dewasa dapat melaksanakan semua akad,
kecuali akad nikah.® Dengan kata lain, para ulama sepakat bahwa akad nikah
wanita merdeka, dewasa, dan berakal sehat, apabila dilaksanakan oleh walinya
secara hukum syara' dcngan persctujuan wanita yang bersangkutan adalah sah
dan langsung tanpa bergantung pada sesuatu yang lain.

Wali dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam aqad
nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan,
atau yang mclakukan ijab. Sedang mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua,
atau yang melakukan gabul. Wali merupakan syarat sah pernikahan gadis, tanpa
wali pernikahan tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanaﬁ yang mengatakan sah
nikah tanpa wali.

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan wanita menikahkan dirinya
sendiri (tanpa wali). Dalam beberapa hal Abu Hanifah dan Abu Yusuf, asy-
Sya'bi, dan az-Zuhri, menyatakan bahwa pcrnikahan tanpa wali tersebut sah
dengan syarat kufu' Sementara, Daud (az-Zahiri) menyatakan nikah wanita
tanpa izin wali sah jika wanita tersebut janda, jika perawan maka nikahnya batal.

Ini berbeda dengan Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan juga Muhammad

4 Mahmud Syaltut, Mugaragatul Mazshib Fil Fighi, texj. Abdullah Zakiy, b. 119.



bin Hasan, yang sccara tcgas tidak mensahkan wanita mcenikah tanpa izin
walinya,’

Namun, dalam pcnjclasan yang lain disebutkan, bahwa mengenai syarat
dan rukun nikah dalam mazhab az-Zahiri tidak harus janda, agad dengan sigaf
nikah/ zawaj, saling mcwarisi scbagaimana lazimnya, tidak ditentukan dengan
masa, tidak bergantung dengan keadaan darurat, tidak harus dimeriahkan, tidak
dalam kekhawatiran berbuat zina, tidak harus berstatus janda, ada mahar (mas
kawin). Rukun-rukunnya sama seperti di atas. Demikian dalam kitab Al-Mubhalla
karangan pengikut a’4—Z_£hiri.6

Adapun dalil yang dijadikan dasar perdebatan para ulama tentang ada
tidaknya wali dalam pernikahan ini, antara lain:

Sabda Rasulullah SAW:

) o ey 9 L

Artinya: " Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walin ya"

FYS P E TR
e
Artinya: " Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai wanita janda, "

Juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, sesungguhnya

Rasulullah bersabda:

5 Ibid h. 120 - 121.

6 http://makalah-artikel.blogspot.com/2007/1 1/artikelartick html

: Syaikh al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nailul Author, h. 127
1bid, b. 128



Qi s s
Artinya: " Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya
batal"

Selain hadis di atas dasar perdebatan ulama mengenai ada tidaknya wali
dalam pcmikahm juga menggunakan dalil al-Qur'an, scperti pada QsS. al-
Bagqarah: 230

X7+ 50 555 5 B 7 8 s 6 il 0
Artinya: "Kemudian jika si suami menslaknya, perempuan itu tidak halal lagi

baginya hingga dia (mantan istri) menikah dengan suami yang lain."”

Dan firman Allah SWT. surat al-Bagarah ayat 232:

VY 53 al Sy oS O Sl B Lelhd (A s L5 1)
Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnys, maka

Jjanganlah ksmu gmm wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
calon suaminya."”

Sedangkan mengenai saksi, mayoritas ulama scpakat tentang syaral
adanya saksi dalam pcrnikahan. Jtfafag ulama figh akan keharusan adanya saksi
ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a., yang berbunyi M

5 gty Uy U £

9 Muhammad Fuad dan Abdul-Baqi, Sunan al-Hafid Abi Abdullsh Mubammad bin Yszid aF

Qazwin/ ibnn Mazj2b b. 605

Departemen Agama Rl, 2/-Qur'an dan Tegjemahaonys, h 29
1 wahbah az-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatihi,b. 71.



Antinya: " Tidakish (sah) sebuah pernikahan tanpa seorang wali dan dva saksi
yang adil ni2

Namun, ada pula sebagian ulama dan mazhab yang tidak mewajibkan
saksi sebagai syarat sahnya niksh. Di antaranya adalah Tbn Abi Laili, Abi Su,
dan Abi Bakr. Ketiganya adalah ulama pengikut mazhab Syi'ah Imamiyah.
Mereka berpendapat, bahwasannya tidak ada ayat tentang pernikahan di dalam
al-Qur'an yang mensyaratkan adanya saksi.”

Sama dengan pendapat mazhab Syi'ah Imamiyah, mazhab az-Zahiri juga
tidak mensyaratkan saksi dalam nikah. Bahkan, menurut mazhab yang kemudian
dikembangkan oleh Tbn Hazm ini mengesahkan sebuah pernikahan tanpa wali
dan saksi. Perlu diketahui, bahwa niksh tanpa wali dan saksi biasa disebul
segolongan ulama dengan istilah nikah mut ah. Istilah ini berdasarkan pendapat
Tbnu Abbas yang menyatakan bahwa nikah tanpa wali dan saksi inilah yang
disebut nikah mut ’ah.

Sementara itu jumhur ulama mendefinisikan nikah muf ‘ah, yaitu aqad
nikah yang ditentukan dengan batas waktu tertentu disertai dengan lafaz mut 'ah,
bila batas waktu yang telah ditentukan itu habis maka talaq jatuh walau mungkin
istri masih berat kepada suami. Ada pula aqad nikah yang tanpa syarat wali dan

saksi, yaitu dalam mazhab az-Zahiri. Jadi bila kita mengikuti pcndapat jumhur

12 §yaikh al-Imam Muhammad biz Al bin Muhammad asy-Syaukani, Nailul Author, b. 133
3 Wahbsh az-Zubaili, Figh al-Islaad wa Adillstibi, s. 72



ulama maka mut ’ah dengan nikah mazhab az-Zahiri ada perbedaan teknis, tujuan
dan syarat-syaratnya."

Dari berbagai pendapat tentang wali dan saksi dalam scbuah pernikahan
di atas, diketahui pendapat mayoritas ulama mazhab az-Zahiri dan Imamiyah
berbeda dari mayoritas ulama (jumhur). Kedua mazhab ini tidak mensyaratkan
wali dan saksi dalam pernikahan. Di Indonesia, pandangan ini menjadi polemik.
Scbab, ada scbagian muslim mclaksanakan nikah ala az-Zahiri dengan alasan
menghindari perzinahan, sementara di dalam Undang-undang Perkawinan, juga
di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan harus memenuhi syarat,
diantaranya adanya wali dan saksi. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat UU No.
1/1974 tentang perkawinan dan KHI disarikan dari pendapat empat mazhab besar
yang banyak dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam
pandangan mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi. Ketertarikan
penulis didasari rasa ingin tahu lebih lanjut dasar pemikiran Imam mazhab az-
Zahiri (pendiri mazhab az-Zahiri) beserta para pengikutnya tentang nikah tanpa
wali dan saksi. Dalam hal ini, hal pertama yang mungkin bisa dicari jawabannya
adalah benarkah mazhab az-zahiri mengusung fatwa tentang nikah tanpa wali
dan saksi ini, selain mencari kekuatan dan kelemahan pemikiran ulama mazhab

ini. Maka, Penulis juga tertarik untuk menimbang-nimbang relevansi pcmikiran




ulama mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi dalam konteks

Indonesia.

. Rumusan Masalah
Dari paparan latar belakang masalah, maka masalah-masalah dalam
penelitian ini dapat dirimuskan sebagai berikut:
1. Apakah Dasar Pemikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa Wali dan
Saksi?
2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan Pemikiran mazhab az-Zahiri?
3. DBagaimana rclcvansi Pcmikiran mazhab az-Zahiri tcntang nikah tanpa Wali

dan Saksi dalam konteks Indonesia?

. Kajian Pustaka

Pada dasamya kajian pustaka ini adalah deskripsi singkat tentang
penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh pegeliti sebelumnya, sehingga tidak
ada pengulangan. Penulis menemukan skripsi Abd. Hamid Hamdah mahasiswa
fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001 yang berjudul Wali
dalam nikah Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pemikiran Ahmad
Hassan mengenai Wali dalam nikah adalah beliau tidak mensyaratkan Wali bagi
wanita baik gadis atau janda dalam pcrnikahan. Pcrnikahan sudah sah tanpa
adanya Wali nikah, beliau menetapkan bahwa kedudukan Wali dalam pernikahan

adalah sunnah. Timbulnya pcmikiran tentang tidak di syaratkannya wali dalam



pernikahan bagi Ahmad Hassan karcna beliau menganggap bahwa tidak ada dalil
(al-Quran/ hadis yang kuat dalam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan,
sebaliknya banyak tcrdapat dalil yang kuat yang mcmbolehkan nikah tanpa wali.
Dasar pemikiran Ahmad Hassan mengenai wali dalam nikah adalah hujjah al-
Qur'an, hadis dan giyas.

Sedangkan skripsi ini membahas tentang Nikah Tanpa Wali Dan Saksi
(Studi Analisis Terhadap Pemikiran mazhab az-Zahiri). Dalam skripsi ini
menjelaskan tentang dasar pemikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali
dan saksi, kekuatan dan kelemahan pemikiran mazhab az-Zahiri serta relevansi
pemikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi dalam konteks

Indonesia.

. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan
untuk :
1. Mendiskripsikan dasar pemikiran mazhab az-Zahiri tcntang sahnya nikah
tanpa wali dan saksi.
2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan pemikiran mazhab az-Zahiri tentang
sahnya nikah tanpa wali dan saksi.
3. Menganalisis relevansi pemikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa Wali

dan Saksi dalam konteks Indonesia
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E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sccara tcoritis, hasil penclitian ini dapat memperkaya khazanah kcilmuan
bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan khususnya bagi penulis,
dalam bidang hukum pcrkawinan.

2. Secara praksis, hasil kajian ini dapat dijadikan pertimbangan hukum, baik
oleh tokoh masyarakat dalam menetapkan keputusan pelaksanaan nikah

(tanpa wali dan saksi).

F. Definisi Operasional
Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan maksud konseptual agar
tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis
memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas dan terperinci maksud dari
judul tersebut di atas.

1. Nikah : Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, nikah adalah suatu
akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja
untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Sementara
Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah

suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah dan zawj, dan



2. Wali

3. Saksi

4. Mazhab
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bagi ulama Hanabilah akad dengan menggunakan lafaz inkah
dan tazwij untuk mendapatkan kepuasan.'®

: Secara bahasa, yang dimaksud dcngan wali adalah wakil
orang tua (dalam pernikahan); pengayom; pelindung (wali
kelas); dan s;epadannya.‘6 Dalam konteks perkawinan, apa
yang disebut dengan wali adalah wakil orang tua calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."”

: Secara bahasa, kata saksi dimaknai dengan orang yang
melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu
perjanjian.'® Dengan demikian, yang dimaksud dengan saksi
dalam perkawinan adalah orang yang diturutkan dalam sebush
akad (perjanjian) nikah. Di dalam figh, saksi menjadi syarat
sahnya niksh sebagai upaya untuk menjaga kebenaran atau
sahnya suatu akad pernikahan yang sedang dilaksanakan.'’

: Secara etimologis, kata mazhab berarti sekte; golongan;
kelompok keyakinan (keagamsan)™ Kata mazhab juga bisa

berarti "haluan atau aliran mengenai hukum figih yang

13 Qlamet Abidin dan Aminuddin, Figh Mumakabat 1,h. 10 - 11.

16 pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiak Populer, b. 782.
V! Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesis, h. 119.

1 pijus A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus ITmiah, h. 689.

19 Wahbah Az-Zuhaili, Figh al-Is/ami wa Adillatiki, h. 71.

20 pips A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Imiah, b. 447.



5. az-Zahiri
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2! Di dalam perkembangan

menjadi ikutan umat Islam.
peradaban Islam, kata mazhab dirujuk pada aliran suatu
bidang kajian. Di dalam kajian hukum Islam (figh), dikenal
beberapa aliran, baik besar maupun kecil, seperti, mazhab
Syafi'i, Hapafi, Maliki, Hambali, az-Zahiri, dll. Macam
madzhab di dalam kajian figh ini memiliki metode dan
penetapan hukum yang masing-masing berbeda, meskipun
dalam beberapa hal sama.

. az-Zahiri atau Zahiriyah adalah nama sebuah mazhab atau
aliran di dalam kajian hukum Islam (figh). Pendiri mazhab az-
Zahiri adalah Abu Sulaiman Daud ibn Ali al-Asbabani. Beliau
lahir di Kufah pada 202 H. kelak, beliau dikenal dengan nama
Imam Daud az-Zahiri, dirujukkan pada nama mazhab yang
beliau dirikan. Nama az-Zahiri disandangkan pada mazhab ini
karena pemikiran hukumnya yang hanya berpegang pada al-
Qur'an dan Hadis saja’’, tanpa menggunakan giyas atau

campur tangan logika.

Dengan penjelasan di atas, maka apa yang dimaksud dengan judul di atas

adalah akad atau perjanjian nikah antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya

2\ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 726.
2 M. Ali Hasan, Perbandingsn Mazhab, h. 231 — 232.
B Muh. Zubri, Hukum Islam dalam Lintasan Scjarab h. 127 — 128.
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wali (scbagai wakil orang tua si mempelai wanita) dan adanya saksi (sebagai

penguat dan pembenar sah tidaknya suatu akad nikah).

. Metode Penelitian
Agar penelitian ini mampu menyuguhkan data secara valid, maka Penulis
gunakan sebuah metode penelitian, yang dalam hal ini mctode yang penulis
gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang
mcnggambarkan sccara komprchensif obyck penclitian yang scdang ditcliti tanpa
menggunakan angka-angka statistik sebagai pendukung data. Adapun tahap-
tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini sebagaimana
dijelaskan di bawah ini.
1. Datayang dihimpun
Untuk dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka
peneliti menekankan penghimpunan data tentang
a. Pemikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi
b. Dasar pcmikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.
a. Sumber data primer:
Sumber data primer adalah buku, kitab dan literatur pokok karya

ulama figh mazhab az-Zahiri yang membahas tentang nikah tanpa wali
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dan saksi. Kitab-kitab tersebut diantaranya A/-Mubhalla karya Imam Ibn
Hazm (384 — 456 H).
b. Sumbcr data sckunder:

Sumber data sckunder adalah data yang diperoleh dari kitab, buku,
dan literatur lainnya yang dapat dijumpai di kitab-kitab figh karya
mazhab selain az-Zahiri, majalah, koran, makalah, maupun di wcbsitc
yang memuat masalah nikah tanpa wali dan saksi, baik secara langsung
maupun kutipan saja. Data sckunder digunakan untuk mendukung data
primer yang telah diperoleh. Literatur-literatur data sekunder di
antaranya adalah : Kompilasi Hukum Islam di Indoncsia; Depag RI, Al-
Qur.'an dan terjemahannya; Figh sunnsh karya Sayyid Sabiq, Kasyifatus-
Sajg karya Salim bin Samir Al-Hadrami, Figh al-Islami wa Adillatuhu
karya Wahbah az-Zuhayli.

3. Teknik pengumpulan data
Data terscbut diambil dari sumbcr-sumbcr litcratur dengan tehnik
mempelajari buku-buku (studi pustaka) yang terkait dengan masalah wali dan
saksi. Seluruh data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.
4. Teknik analisis data
Teknik analisa data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
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Penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif analisis, yaitu menguraikan
tentang pemikiran mazhab az-Zahiri tentang sahnya nikah tanpa wali dan
saksi dan dasar pemikirannya selanjutnya di analisis terhadap kckuatan dan
kelemahan pemikiran Mazhab az-Zahiri dan relevansinya dalam konteks

Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang
dirangkai menjadi lima bab, yaitw:

Bab pertama adalah merupakan pendahulvan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah merupakan landasan teori yang berisi pengertian wali

dan saksi dalam pernikahan, kedudukan dan dasar hukum wali dan saksi dalam

pernikahan, syarat wali dan saksi dalam Iiemikahan.

Bab ketiga adalah merupakan data penelitian yang berisi tokoh dan
biografi mazhab az-Zahiri, pemikiran mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali
dan saksi.

Bab keempat adalah merupakan analisis terhadap pemikiran mazhab az-
Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi, relevansi pemikiran mazhab az-Zahiri
tentang nikah tanpa wali dan saksi dalam konteks Indonesia.

Bab kelima adalah merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali dan Saksi dalam Pernikahan
Sebagaimana dijelaskan di awal bab, wali dan saksi oleh jumhur dianggap
sebagai syarat sah scbuah pernikahan. Lalu bagaimana pandangan mazhab az-
Zahiri sebagaimana hendak dibahas dalam skripsi ini? Agar komprehensif, ada
baiknya jika di bab ini penulis bahas masalah wali dan saksi menurut pandangan
ulama lintas mazhab. Ini dipcrlukan sebagai kaca perbandingan berikut polcmik
khilafiyah yang berhubungan dengan pandangan az-Zahiri.
1. Pengertian Wali
Dalam hukum Islam, tidak ada makna definitif tentang wali, meskipun
secara bahasa dapat diartikan sebagai perwaki/an. Ulama membcrikan kata
wali dalam pernikahan secara teknis saja.
Secara bahasa, yang dimaksud dengan wali adalah wakil orang tua
(dalam pernikahan); pengayom; pelindung (wali kclas); dan sepadannya.'
Dalam konteks perkawinan, apa yang disebut dengan wali adalah wakil orang
tua calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.?

Penjelasan ini juga dapat dilihat kata wali yang secara bahasa bisa dipahami,

! Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kaarus Ilmish Populer, h. 782
2 Abdurrahman, Xompilssi Hukum Islam di Indovesis, b. 119
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pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (melakukan janji nikah
dengan pengantin laki-laki).”

Ulama membagi wali menjadi dua: umum dan khusus. Yang khusus,
ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Dan pada skripsi ini, yang
dimaksud wali adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam
perkawinan® yang masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali
hakim.

Wali nasab adalah wali mempelai perempuan yang memiliki ikatan
darah keluarga. Wali nasab terdiri dari empat kclompok dalam urutan
kedudukan, kclompok yang satu didahulukan'dari kelompok yang lain sesuai
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Kelompok (1) kerabat laki-laki lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak
ayah dan seterusnya, (2) kcrabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, (3) kelompok kerabat paman,
yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara scayah dan kcturunan laki-laki
mereka, dan (4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah kakek dan keturunan laki-laki morcka.’

Adapun wali hakim adalah wali mempelai wanita yang dihadirkan

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

3 Tim Redaksi, Kaars Besar Bahasa Indonesia, h. 1267
4 Sayyid Sabiq, Fikih Suansh 7, b. 11
5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., h. 118.
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diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.’ Yang
dimaksud dengan wali hakim, adalah wali dari penguasa. Imam as-San’ani
dalam kitabnya Subulus Salam YI/118 menjelaskan, bahwa pengertian
penguasa (as-Sulian) adalah orang yang memegang kekuasaan (penguasa),
baik ia zalim atau adil. Jadi, pengertian as-sultan di sini dipahami dalam
pengertiannya secara umum, yaitu wali dari setiap penguasa, baik penguasa
itu zalim atau adil. (Bukan hanya dari penguasa yang adil). Maka dari itu,
penguasa saat ini walaupun zalim, karena tidak menjalankan hukum-hukum
Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adalah sah menjadi
wali hakim, selama tetap menjalankan hukum-hukum syara’ dalam urusan
pernikahan.’
. Pengertian Saksi

Secara bahasa, kata saksi diambil dari kata Arab syahadah yang berarti
kesaksian. Kata syahadah berasal dari kata musyahadah yang berarti melihat
dengan mats. Adapun syahid adalah isim f2%/ daripada kalimat madi syahada
yang berarti saksi, yaitu orang yang membawa kesaksian dan
menyampaikannya karena ia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh
orang lain.® Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata saksi diartikan dengan

orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).

¢ Ibid, h. 119.
7 http://makalah-artikel. blogspot.com/2007/1 Vartikelarticlemakalah.html
8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, h. 361
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Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi dijelaskan dengan,
orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui
kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperiukan, dapat
memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-
sungguh terjadi.’

Wahbah az-Zuhayli mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan saksi
dalam pcrkawinan adalah orang yang diturutkan dalam scbuah akad
(perjanjian) nikah.'"® Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apa yang
dimaksud saksi di sini berarti orang yang mcnyaksikan akad nikah dan

menyampaikan sah atau tidaknya suatu akad kepada halayak.

B. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali dan Saksi dalam Pernikahan
1. Kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan
a. Wali
Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah
atau tidak.
Berdasarkan riwayat ashab, Malik berpendapat bahwa tidak ada
nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Syafi'i."

® Tim Redaksi, KXamus Sesar Babass..., b. 981
1° Wabbah az-Zwhaili, Figh al-Islami wa Adillatiki; h. 72
" Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtshid, tetj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h. 409.
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Dalam penjelasan lain, ulama sepakat bahwa wanita yang agilah
(berakal schat) dan dewasa dapat melaksanakan semua akad, kecuali
nikah. Selain itu, juga dapat mewakilkannya kepada siapa saja yang
dikehendakinya tanpa ada hak sanggah siapapun terhadapnya. Pendapat
ini senada dengan imam Syafi'i di atas dan didukung oleh Muhammad Ali
Hasan yang berkata, "sahnya nikah itu bergantung pada izin wali. Apabila
wali mcngizinkannya, pernikahan itu dapat dilangsungkan tcrus.
Sebaliknya, jika tidak, pernikahan itu menjadi batal.""?

Di kalangan ulama mazhab Maliki terjadi perbedaan pendapat.
Berdasarkan riwayat Ibnul Qasim dari Malik disimpulkan bahwa wali itu
sunnah hukumnya, dan bukan fardu. Demikian itu karena ia
meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi
antara soami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa
menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh
mcwakilkan kepada seorang lelaki umtuk mcnikahkannya. Pandangan
Malik ini seolah mengatakan, bahwa wali bukan menjadi syarat sahnya
akad tetapi hanya syarat kelengkapan perkawinan saja. Ini berbeda

dengan pendapat fugaha Maliki dari Bagdad yang mengatakan bahwa

"2 Mabhmud Syaltut Ali as-Sayis, Mugaranatul Mazihib £ al-Fighi, texj. Abdullah Zakky dan
Maman Abd. Jaliel, h. 121.
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wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan
saja.l3

Menurut Ibn Rusyd, silang pendapat tentang wali sebagai syarat sah
nikah atau pelengkap saja discbabkan tidak terdapatnya satu ayat dan
satu hadis pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali
dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan
ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasa dipakai alasan oleh fugaha yang
mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu.
Demikian pula ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipakai alasan oleh figaha
yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang
demikian."*

Ulama juga membedakan antara perempuan yang masih gadis
(perawan) dan janda. Bagi perempuan yang masih gadis alias perawan
(bikr), menurut Daud (az-Zahiri), nikah wanita tanpa izin wali sah jika
wanita tersebut janda, jika perawan maka nikahnya batal."® Sementara
itu, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa keperawanan tidaklah
berpengaruh terhadap hak dirinya yang agi/ah (berakal schat) dan balig
(dcwasa) dalam akad nikah. Hanafiyah berpendapat, bahwa syara' sudah

cukup hanya dengan melihatnya dari sisi kerelaan si wanita. Sebab,

" Yonu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h. 410
" Ibid b. 410 _
'S Mahmud Syaltut, Mugaranstul Mazibib..., h. 121



22

scandainya pcrempuan tidak memiliki sifat pcmalu, maka tidaklah dapat
ditemukan perbedaan mencolok antara perawan (bikr) dan janda
(sayyit).®

Tentang hal yang berkaitan dengan kedewasaan seorang perempuan,
para ulama berbeda pendapai: pertama, bahwa perempuan dewasa
memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang
berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan
dan scbagainya. Karena itu, adalah logis jika perempuan dewasa juga
mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
berkaitan dengan masalah kepribadiannya. Dan karenanya, pernikahan
yang dilakukan wali (ijabnya dilakukan wali), dinyatakan ~sah, manakala
telah mendapatkan persetujuan dari mempelai perempuan. Kedus, akad
nikah yang diucapkan oleh perempuan, baik gadis maupun janda, maka
nikahnya tidak sah.'’

Dengan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat
beberapa pandangan ulama tentang wali dalam pernikahan, yaitu : (1)
wali menjadi syarat sahnya nikah, (2) wali tidak menjadi syarat sahnya
nikah (syarat kelengkapan saja), dan (3) wali nikah menjadi syarat sahnya
nikah atau tidak tergantung kondisi, misalnya janda atau perawan. Ini

merujuk pada kesimpulan Mahmud Syaltut tentang nikah tanpa wali,

1 Ibid, b. 124
'7 Hussein Mubammad, Figih Perempuzn, h. 114



23

yaitu : (1) boleh secara mutlak, (2) tidak boleh secara mutlak, (3)
bergantung secara mutlak, dan (4) boleh dalam satu hal dan tidak boleh
dalam hal lainnya.'®
b. Saksi

Perkawinan adalah bentuk perjanjian, dan saksi mempunyai arti
penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan
perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak.
Sebagaimana hukum wali dalam pernikahan, ulama juga berbeda
pendapat tentang kedudukan hukum saksi dalam pernikahan, apakah
adanya menjadi syarat sah nikah atau tidak. Dalam hal umum, hukum
kcsaksian tergantung pada ‘illat (sebab timbulnya hukum), kadangkala
bisa dihukumi fardu ‘sin kadang bisa berubah menjadi sunnah. Kesaksian
mcnjadi fardu ‘ain bagi orang yang terkena apabila dipanggil untuk hal-
hal yang dikhawatirkan kebenarannya akan hilang tanpanya, bahkan
dihukumkan menjadi wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya suatu
kebenaran meskipun ia tidak dipanggil untuk itu. Namun, jika terdapat
banyak kesaksian dan tidak dikhawatirkan kcbcnarannya akan disia-

siakan, maka kesaksian pada saat itu menjadi sunnah, sehingga apabila

1 VMahmud Syaltut, Mugaranatul Mazakib..., bh. 121
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seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan apapun, maka ia
tidak berdosa."”

Dalam pernikahan, mayoritas ulama sepakat bahwa saksi termasuk
syarat nikah, namun tentang apakah menjadi syarat sahnya suatu akad
atau pelengkap saja masih timbul perdebatan. Abu Hanifah dan Syafii
sependapat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Meski demikian,
keduanya berselisih soal apakah saksi tersebut merupakan syarat
kelengkapan yang diperintahkan ketika hendak menggauli istri atau
merupakan syarat sah yang diperintahkan ketika diadakan akad nikah.*

Namun, pada penjelasan lain dinyatakan bahwa Abu Hanifah,
Syafi7 dan Malik telah sepakat bahwa saksi termasuk syarat nikah.
Mereka memahami apakah saksi itu sebagai syarat untuk
menyempurnakan (yang syarat itu disuruh melakukan tatkala dukhul)
ataukah sebagai syarat untuk sebab sah (yang disuruh mengadakannya
tatkala melakukan akad nikah), tetapi mereka sepakat bahwa nikah tidak
boleh dilangsungkan secara rahasia.”!

Wahbah az-Zuhayi menerangksn, jumhur ulama, selasin ulama
Malikiyah, sepakat bahwa kcsaksian harus dilakukan ketika

dilaksanakannya akad. Tujuannya, untuk mcndcngarkan ijab qobul yang

1° Sayyid Sabiq, Figh Sunnak 4 b. 361 — 362

2 tbau Ruwsyd, Bidayatul Mujtabid..., h. 429 - 430

2 Jhou Mas'nd, Zaina) Abidin, Edisi Lengksp Figih Mazhsb Syafi7 Buku 2: My'amalst,
Munakabat, Jinayat, b. 270
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diucapkan ketika akad. Menurulnya, jikalau saat akad terjadi tidak ada
saksi, maka nikahnya (kemungkinan) rusak (fsid). Hal ini didasarkan
pada hadis Nabi yang mcnyatakan "tidak sahnya nikah tanpa wali dan
dua orang saksi adil", yang menurutnya secara eksplisit jelas
menunjukkan makna ketika "akad dilakukan"?

Mengambil dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24, Ahmad
Rofiq menjelaskan, bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun
pelaksanaan akad nikah. Karena itu, setiap perkawinan harus disaksikan
oleh dua orang saksi. Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah
mutlak diperlukan, dan apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah
dilangsungkan, akibat hukumnya akad nikah tersebut tidak sah alias
batal.” Beliau menambahkan, di dalam Undang-undang Perkawinan pasal
26 ayat (1) ditegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka
Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang
tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi
dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau jstri."?

2 Wahbah az Zubayh, a/-Figho al-Islami wa Adillatibi, h. 72
2 Abmad Rofiq, Hakum Jslem Indozesia, b. 95
24 Undang-undang 0.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
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Dari semua penjelasan di atas, nyatalah bahwa mayoritas ulama
sepakat tentang saksi yang menjadi syarat nikah, dan hukumnya harus
ada di dalam suatu pernikahan.

2. Dasar hukum wali dan saksi dalam pernikahan.

hukum wali dan saksi sebagai syarat sahnya akad nikah di dasarkan
pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, mayoritas ulama juga
menggunakan Qjyas untuk menetapkan masalah wali dan saksi dalam kasus-
kasus tertentu yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh dua sumber primer
tadi. Meski demikian, ada pula beberapa mazhab kecil yang tidak mengakui
keabsahan giyas sebagai sumber hukum, seperti mazhab zahiriyah yang akan
dijelaskan di bab selanjutnya.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan dalil-dalil primer (al-Qur'an dan
Hadis) yang menjelaskan tentang wali dan saksi yang digunakan ulama figh
sebagai sumber hukum disyari'atkannya wali dan saksi dalam pcrnikahan,
sckaligus landasan argumcntasi jjtibadi mercka pada kasus-kasus tertentu
yang tidak dijclaskan dua sumbcr primer tadi sccara cksplisit.

a. Wali

para ulama figh berbeda pendapat tentang apakah wali mcenjadi
syarat sahnya akad nikah atau hanya sebagai syarat kelengkapan saja.
Pcrbcdaan pendapat ini karcna berbeda-beda tafsiran mercka terhadap

dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan masalah tersebut, juga perbedaan



27

tafsiran tcrhadap hadis Nabi yang menjabarkan ayat-ayat wali tersebut.
Beberapa ayat di dalam al-Quran yang menjadi obyek perbedaan
pendapat para ulama tentang wali nikah sebagaimana dijelaskan di bawah
ini.
Firman Allah di dalam QS. an-Nur ayat 32 yang berbunyi :
RARSTS) ‘,i.u 5 ‘..’{:»Lr— o w,‘x\fnj\, "< e S ,;_’{313
"Dan kawinlsh orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 4
Juga Firman Allah di dalam QS. al-Baqarah ayat 221 dan 232
yang berbunyi :
VYN 5a,a) Ay B o il AsE
"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan

wanita-wanita mukmin) sebelum mercka beriman. 26

QUYY 23,0 Sl 538 0f R0 6

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya 21

Di dalam QS. al-Baqarah ayat 221 dan 232 di atas, menjelaskan

bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria dan

bukan kepada kaum wanita. Redaksi ayat di atas secolah-olah Allah

25 Departemen Agama Rl, a/-Qur'ax dsn Terjemabannys, b. 282
26 Jbid, b. 27
2 1bid b. 29
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berfirman: wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita
yang kamu urus dengan pria-pria yang masih musyrik.”® Tentang QS.
al-Bagarah ayat 232, ulama Hanafiyah mcngatakan, "pcncegahan
hanyalah dapat dilakukan terhadap orang yang dalam genggamannya
terletak suatu yang dilarang tersebut. Dengan demikian, ayat itu telah
menunjukkan bahwa akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam
tangan wanit a."?

Penjelasan ini diperkuat hadis yang menerangkan sebabnya turun
ayat itu (asbabun nuzul), yaitu hadis yang diriwayatkan al-Bukhari
dalam Sahih nya, Abu Dawud, at-Tirmizi yang telah men-sahih-kan
riwayat dari Ma'qal bin Yassar bahwa ayat ini turun berkenaan:
dengannya. Ia berkata: "Aku menikahkan saudara perempuanku,
kemudian suaminya menceraikannya. Setelah habis masa idda/mya,
mantan suaminya datang meminangnya lagi dan aku katakana
kcpadanya, “Aku telah mengawinkan dirimu, telah kuberi tempat
kepadamu dan telah kumuliakan dirimu, tetapi engkau menceraikannya,
lalu sekarang engkau datang meminang lagi. tidak. Demi Allah! Ia tidak
bolch kcmbali kepada dirimu selama-lamanya.” Allah mengetahui hati
mantan suaminya yang masih mencintai mantan istrinya, begitu mantan

istrinya yang masih mengharap rujuk kembali dengan mantan suaminya

*® Sayyid Sabiq, Zikih Susmh 7, b. 12 i
2 Mabmud Syalut Ali As-Sayis, Mugaranatul Mazahib ..., b. 126



29

itu, lalu turunlah ayat 232 surat al-Bagarah tersebut. Setelah firman
Allah diinformasikan oleh Nabi kepadanya, kemudian Ma'qal bin
Y assar mengawinkan adiknya dengan mantan suaminya.>’

Dalam ayat di atas pula, para ulama berbeda pendapat tentang
apakah wali menjadi syarat sahnya akad nikah atau hanya syarat
kelengkapan saja, dan dalam kondisi semacam apakah wali menjadi
syarat sahnya akad nikah. Aba Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat:
sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak
mengurus sendiri akad nikahnya, baik ia gadis maupun janda. Hal ini
didasarkan pada ayat yang sama surat al-Baqarah ayat 232 bahwa
dalam perkawinan dipertalikan kepada perempuan. Pada pokoknya
mengaitkan pekerjuun kepada pelukunys menunjukkan bahwa dialah
scbagai pclaku hagiqinya, artinya orang yang berhak mcnangani
pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jadi karena dalam ayat tersebut
wanita discbutkan scbagai orang yang dapat mcngawinkan dirinya,
berarti wanita itu berhak mewalikan dirinya dalam akad nikah, baik ada
persetujuan dari wali atau tidak.

Ibn Rusyd menjelaskan dua ayat (221-232) dalam Surat al-
Baqarah di atas, yang dijadikan para fugaha dalam menetapkan wali

scbagai syarat sahnya nikah. Pcrfama, firman Allah dalam QS. al-

3 1bid h. 126 — 127.
3! Sayyid Sabiq, Fikih Sunpab 7, h. 17
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Baqarah: 232 tersebut tak lebih hanya menunjukkan larangan terhadap
kerabat atau keluarga seorang wanita untuk tidak menghalang-halangi
pernikahannya. Menurutnya, larangan menghalang-halangi tidak bisa
dipahami bahwa wali menjadi syarat sah nikah, baik berdasar
pengertian hakiki maupun majazi. Kedus, firman Allah dalam QS. al-
Bagarah: 221 lebih tepat ditujukan terhadap penguasa kaum muslimin
atau seluruh kaum muslim daripada terhadap wali.”?

Selain ayat yang dijadikan hujjah para fugaha dalam menetapkan
wali scbagai syarat nikah, adapula ulama golongan kedua yang
menyatakan wali bukanlah sebagai syarat nikah. Ayat tersebut di
antaranya adalah firman Allah di dalam QS. al-Bagarah: 234, yhng
berbunyi:*

Ry e ol 3 8B e B LT 6
“(Kemudian apabila telah habis iddahnya), maka tiada dosa bagimu
membisrkan mereka berbust terhadsp diri mereka menurut yang patut."

Ayat lain yang digunakan dalil ulama yang tidak mensyaratkan
wali dalam nikah adalah QS. al-Baqarah ayat 232, scbagaimana telah
ditulis di atas.

Adapun hadis yang digunakan dalil hukum wali oleh para ulama di

antaranya adalah :

32 Yonu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, tetj. lmam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h. 413
3 Jbid, h. 412
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Hadis dari Sa'id, dari Abu 'Awanah, dari Abi Ishag, dari Abi

Bardah, dari ayahnya berkata: berkata Rasulullah SAW:

e iy C&' §
" Tidak (sah) sebuah pernikahan kecuali dengan (seorang) wali w4
Juga di dalam hadis yang diriwayatkan Sunan Ibn Majah dari

'Aisyah yang berbunyi:
o 1S b 13 b 5 @,sn;,,,s::p,f,n,.,s
“ siapapun perempusn yang lidsk dinikahkan oleh walinya, maka
nikahnya batal, maka nikehnya batal, maka nikahnya batal..."
Adapun hadis yang dijadikan hujjah penetapan hukum tentang
tidak adanya wali sebagai syarat nikah adalah hadis dari Ibn Abbas ra.
yang telah disepakati kesahihannya, yaitu sabda Nabi SAW. yang

berbunyi .36

PP Y -, rﬂ”)

st ) Nl \64’5{} Le—-m ) ot Z.Qb Ly oo Lgmdit 5 2

e Jb

" Wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinys,
dan gadis itu dimintai pendapat tentang dmnya, dan pemetzyuazmya
adalah dismnya." (HR. Abu Dawud dan Tirmiz).”’

3 Al-Imam al-Hafiz Sa'id bin Mansir bin Syu'bah al-Kharasani al-Makki, Sunan Sa’id bin
Mansur, Juz 1, b. 148

3 al-Hafiz Abi 'Abdillab Muhammad bin Yazid-al-Qazwayani, Sunan Ibn Masjah, Juz 1, b.
605

% Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, b. 412-413

37 Abi Daud Sulsiman. Sunan Abi Dawud. Juz 1, h. 232
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Perlu dijelaskan, hadi's ini oleh Dawud dijadikan alasan umtuk

membedakan antara janda dengan gadis dalam masalah ini (wali
nikah).
b. Saksi

Adapun dalil yang dijadikan dasar hukum saksi di dalam pernikahan

oleh ulama di antaranya adalah :

Firman Allah SWT. di dalam QS. At-Talaq: 2, yang berbunyi:

oror: L] o,.'— «0 for G)o: :o’ <0 fo - ﬁlo, o’:i}’r’rq’;’_f
S5 (555 Vgl Oy ey Gh33)6 3 By iy GASls (] AL 150

’

AESAS TR+
"Apabila mereka telah mendekati akhir idahnys, maka rujukilah mereka
dcngan baik atsu lepasksnlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

dengan dua orang ssksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. 8

Juga di dalam QS. al-Baqarah: 282

4
.0-s 02038

- , . -, p ] vo - 2
i e 0 5 s R i
YA 132y (ol LS SS38 LS Juaf O e1igh (oo

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika
seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. w9

3 Departemen Agama Rl, &/-Qur'an daa Terjemabannys, h. 445
% bid, h. 37
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C. Syarat Wali dan Saksi Dalam Pernikahan
Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan adil bagi saksi. Karena itu, menurutnya,
seorang yang durhaka tidak kehilangan haknya menjadi wali dalam perkawinan,
kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.*
Mengenai hal ini, ulama tidak menyamakan syarat keduanya, kecuali dalam hal
teknis saja. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tentang syarat-syarat wali
dan saksi tersebut:

1. Islam

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi

wali orang Islam, sebagaimana firman Allah:

oA L0

@V sty U jtad ) 35 i § 125 130 G
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); "(Al-Maidah)*!

LR u..,}ijs 85 oo S ,&M R A A
"Janganlsh orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali

dengan meninggalkan orang-orang mukmin ni2

OV ity L 5l e 03580 d G 3
"Dan Allsh sekali-kali tidsk akan memberi jalan kepada orang-orang kafir

unt uk memusnahkan orang-orang yang beriman"*

*° Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 7, tegj. Mob. Thakib, b 11
*! Departemen Agama R, &/-Qur'an dan Tegjemahannys, b. 93
2 pbid, h. 4)
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Begitu pula dalam hal persaksian, fugaha sepakat bahwa kelsiaman
menjadi syarat diterimanya kesaksian, dan bahwa kesaksian orang kafir itu
tidak dibolehkan, kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh mereka
kebolehannya, tentang pemberian wasiat dalam bepergian, sebagaimana
ditentukan Allah SWT. di dalam QS. al-Maidah: 106, yang menjelaskan
kesaksian di dalam perkara wasiat. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa yang
demikian itu (kcsaksian orang kafir dalam hal wasiat yang diperselisihkan)
dibolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah.
Scdangkan Imam Malik dan Syafii mcnyatakan tidak bolch dan mcnurut
mercka ayat tersebut telah dihapuskan (mansukh).**

. Balig(Dcwasa)

Sama halnya dengan wali, syarat balig (dewasa) juga diharuskan bagi
saksi. Rupanya, fuqaha menjadikan dewasa sebagai syarat pada wali maupun
saksi dengan argument bahwa setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang
membutubkan keadilan. Karenanya, ulama berbeda pendapat tcntang
kesaksian seorang anak-anak. Jumhur fuqaha amsar (negeri-negeri besar)
menolak kesaksian mereka (anak-anak), karena telah menjadi ijmak bahwa

syarat kesaksian adalah keadilan, dan syarat keadilan adalah kedewasaan.®®

> Ibid, b. 80
“ Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtabid, tesie. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullab, h. 687
45 Jbid, b. 686
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Menanggapi itu, ulama mazhab Maliki berselisih pendapat apabila ada
di antara anak-anak tersebut terdapat anak yang sudah cukup besar (dewasa).
Dalam kasus ini, Imam Malik berpegangan pada ketentuan yang
diriwayatkan dari Ibnu Zubair: Imam Syafi'i mengatakan, bahwa jika
seseorang beralasan dengan hal ini (anak-anak tapi dewasa), maka dikatakan
kepadanya, bahwa Ibn Abbas r.a. telah menolaknya, sementara al-Qur'an juga
menunjukkan ketidakbenaran pendapat tersebut. Pendapat ini kemudian
dipegangi pula oleh Ibnu Abi Laila dan segolongan Tabi'in. Alasan Imam
Malik, dalam kasus ini, kebolehan yang dimaksud adalah kebolehan yang
dikatakannya terhadap giyvas maslahah (yakni masiahah mursalah).*
. Bcrakal

Tak diragukan lagi, bahwa jumhur ulama scpakat tentang
diharuoskannya wali dan saksi yang berakal. Pendapat ini didasarkan pada
hadis yang menjelaskan bahwa anak-anak, orang gila, budak tidak dapat
menjadi wali, karena orang-orang tcrscbut tidak berhak mewalikan dirinya
sendiri apalagi terhadap orang lain.

Tentang saksi yang diharuskan berakal, Wahbah az-Zuhayh
menjelaskan, bahwa orang yang ditunjuk sebagai saksi haruslah memang
"ahli" nya. Dan termasuk pada kategori ahli di sini adalah orang yang balig

dan berakal. Balig dan berakal ini dimaksudkan scbagai pcnguat tcrhadap

‘¢ Ibid b. 636
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keabsahan dirinya dalam mengamati dan mempertanggungjawabkan apa
yang disaksikannya,*’
. Merdeka

Merdeka juga menjadi syarat bagi diri wali dan saksi. Bagi wali
disyaratkannya merdeka karena budak tidak mempunyai hak apapun atas
dirinya sendiri. Seorang budak, hak-haknya telah dimiliki oleh tuannya.
Ulama sepakat tentang hal ini, karenanya, dalam hal nikah, wali wanita
budak adalah tuannya, jika wali nasabnya tidak ada. Dan jika wali nasabnya
juga seorang budak, maka dirinya tiada berhak untuk menikahkan putrinya
tanpa seizin orang tuanya.

. Adil

Adil yang dimaksud disini adalah orang yang menjauhi dosa besar dan
tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Kebaikan mereka harus mengalahkan
keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang berdusta.

Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah menyebutkan bahwa seorang
wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak
menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui
batas-batas kesopanan yang berat.*

Adapun syarat saksi harus adil terdapat dalam surat at- Talaq: 2 yang

berbunyi:

47 Wakbah Az-Zuhaili, Figh al-Islami..., h. 73
48 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, h. 11
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A r‘“‘ Sk 15 1yhgsl)y
"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah n49

Surat an-Nisa' ayat 135:

-,
oM, -0

a0y g g r’s...J\ S oy D gh By, % fns 1y st

-,

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilsh kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”*®

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa sifat adil cukup dilihat dari
kelslamannya secara zahir dan tidak diketahui dari apa yang merusak
kemuliaan dan kehormatannya. Beliau juga membolehkan kesaksian orang-
orang fasik dalam hal pernikahan. Ta berpendapat bahwa pernikahan itu dapat
dilaksanakan dengan kesaksian dua orang fasik.”

. Laki-laki

Ulama juga sepakat bahwa seorang wanita tidak dapat menjadi wali.
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa yang berhak menjadi wali di dalam
pernikahan adalah garis keturunan dari pihak laki-laki. Dalam salah satu

hadis dijelaskan:

4 Departemen Agama R, 2/-Qur'an dan Tetrjemabannya, h. 445
50 .

bid, h. 79
51 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, h. 364
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MAZHAB AZ-ZAHIR]

A. Tokoh dan Biografi Mazhab az-Zahiri

Di dalam hazanah sejarah pemikiran hukum Islam, mazhab az-Zahifi
tidak banyak melahirkan tokoh terkenal. Itu terjadi karena remtang waktu
perjalanan mazhab ini sebentar saja. mazhab ini berkembang hanya pada V H.
saja dan kemudian surut. Pendapat mengatakan, kemunduran mazhab az-Zahiri
dan beberapa mazhab kecil lainnya karena tidak adanya dukungan dari penguasa
Islam. Saat itu (masa Dinasti Abbasiyah), penguasa lebih banyak menjadikan
mazhab salah satu dari mazhab empat sebagai aliran resmi negara. Karenanya,
mazhab lainnya akan dikucilkan dan bahkan dimusnahkan sama sekali.
Karenanya, di tubuh mazhab az-Zahiri, hanya dua tokoh terkenal yang banyak
disebut-sebut, yaitu Dawud az-Zahiri (pendirinya) dan Imam Ibn Hazm, pengikut
mazhab az-Zahiri di Andalusia, Spanyol.

Tokoh pemikirnya adalah Daud az-Zahiri yang dijuluki Abu Sulaiman.
Pemikiran mazhab ini dapat ditemui sampai sckarang melalui karya ilmiah Ibnu
Hazm, yaitu kitab al-Ahkam fi Usul al-Ahkam di bidang usul figh dan al-
Mubhalla di bidang figh. Scsuai dcngan namanya, prinsip dasar mazhab ini adalah

mcmahami nas (al-Qur’ an dan sunnah Nabi SAW) secara literal, selama tidak

39
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ada dalil lain yang menunjukkan bahwa pengertian yang dimaksud dari suatu nag
bukan makna literalnya. Apabila suatu masalah tidak dijumpai hukumnya dalam
nas, maka mereka berpedoman pada jjma’. Ijma’ yang mereka terima adalah
ijma’ seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu, sesuai dengan pengertian
ijma’ yang dikemukakan ulama usul figh. Menurut Muhammad Yusuf Musa,
pendapat az-Zahiri merupakan bahasa balus dalam menolak kehujahan ijma’,
karena Zjma’ seperti ini tidak mungkin terjadi seperti yang dikemukakan Imam
asy-Syafi’i. Kemudian, mereka juga menolak givas, istihsan, al-maslahah al-
mursalah dan metode istinbat lainnya yang didasarkan pada ra’yu (rasio
semata).’
1. Abu Sulaiman Daud ibn Ali al-Asbahani (202 — 270 H)
Mazhab az-Zahiri didirikan scorang ulama figh bernama Abu
Sulaiman Daud ibn Ali al-Asbahani (202 -~ 270 H). Belakangan beliau
dikenal dengan /agab Daud az-Zahiri, dinisbatkan kepada mazhab yang
didirikannya. Sebelum mendirikan mazhab sendiri, Imam Daud az-Zahiri
mengikuti mazhab Syafi'i, meskipun ayahnya sendiri bermazhab Hanafi.
Penolakannya tcrhadap Imam Syafii tcrjadi kctika mazhab beraliran Sunni
ini menggunakan Qiyas sebagai sumber hukum, selain al-Qur'an dan Hadis.

Tentang penolakannya ini, suatu waktu dia berkata: " Saya telah mempelajari

! http://www.cybermq.com/index. php?pustaka/detait/6/1/pustaka-112.him!
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dalil-dalil yang dipcrgunakan olch asy-Syafi'i untuk menentang istihsan,
maka saya dapati bahwa dalil-dalil tersebut membatalkan giyas.’

Sclain bersinggungan dengan problem seputar sunnah, nalar Fikih pun
terwarnai oleh nuansa kerapuhan epistemologi konsensus. Status
cpistcmologi konscnsus dalam ranah rancang-pikir retoris (bayani) memiliki
kerumitan tertentu yang sulit dicarikan solusinya. Para teoritisi hukum, mulai
dari era al-Syafi'i hingga sekarang, telah mengeluarkan banyak energi guna
memformulasikan konstruksi konsensus. Tetapi, upaya itu malahan
mcncuatkan konscpsi-konscpsi  yang rclatif bervarian, bahkan  saling
bertabrakan. Dalam kisaran perdebatan seputar konsensus, para teoritisi
hukum sclalu tidak mcnemukan kata scpakat dalam mendefinisikannya,
menetapkanya sebagai Aujjah, kemungkinan tercapainya aklamasi,
mckanismc dalam mcwujudkannya, dan sctcrusnya. Para ahli hukum terus
dibayang-bayangi perselisihan runcing dalam beberapa persoalan; apakah
konsensus adalah kesepakatan semua umat Islam ? Ataukah hanya sebatas
kesepakatan ulama yang memikili otoritas ? Apakah konsensus hanyalah
kcscpakatan sahabat Nabi ? Ataukah kcscpakatan ulama dan fugaha secara
umum ? Apakah konsensus hanyalah aklamasi ulama dalam batas teritorial
geografis tertentu ? Ataukah harus menyertakan seluruh ulama dari segala

penjuru ? Dapatkah aklamasi satu generasi disebut sebagai konsensus?

2 M. AL Yasan, Perbandiagan Mazhab, h. 231.



42

Ataukah harus mclibatkan bcberapa lapis generasi ? Adakah konscnsus
generasi terdahulu bersifat mengikat generasi setelahnya ? Jawaban atas
sederet pertanyaan ini mclulu memunculkan perbedaan-perbedaan yang sulit
dipertemukan.

Konsensus memang problematik. Pendapat-pcndapat yang berkisar
dalam perdebatan konsensus pun nampak ‘sangat pelangi’. Pendapat
mayoritas menyatakan konsensus setiap generasi dapat menjadi hujjah bagi
generasi setelahnya. Imam Malik (713-795 M) hanya mengakui konsensus
penduduk Madinah karena dianggap mencerminkan ajaran orisinil Islam
generasi pertama. Daud az-Zahiri (202-270 H) memandang konsensus pasca
periode sahabat tidak dapat menjadi hujjah.

Pandangan Abu Daud az-Zahiri ini bisa dilacak dari dasar pemikiran
bcliau dalam ranah kajian figh. Beliau adalah pendiri dan tokoh utama
mazhab az-Zahiri, sebuah aliran kajian figh berciri tektualis, skripturalis, dan
sepadannya. Aliran ini hanya mengambil dasar hukum dari al-Qur'an dan
hadis menurut bunyi literernya. Ia menolak penafsiran baik melalui logika
maupun givas. Karcna dasar dan cara berpikir semacam itulah kemudian
mazhab ini discbut az-Zahiri, yang bcrmakna "jclas” atau "yang terang".

Semasa hidup, az-Zahiri telah bergelut dengan dunia figh. Banyak

karangan kitab figh yang tclah diciptanya, di antaranya adalah: Ibzal al-

3 Abdullah Musthofa al-Maraghi, Pakar-pakar Figh, b 112.
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Qiyas, Khabar al-Wahid, Khabar al-Muib Ii al-Timi, al-Hujjah, al-Khusus wa
al-'Umum, dan al-Mufassar wa al-Myjmal. Semua kitab di atas adalah
tentang usul figh. Sclain itu juga banyak kitab-kitab karangan beliau tentang
figh, serta fatwa-fatwanya seputar komentar hukum terhadap karya Imam
Syafi'i. Pcmikiran Daud az-Zahiri di dalam kitab-kitabnya ini mcnjadi
pegangan murid-muridnya (Abu Bakar Muhammad, Zakariya bin Yahya al-
Saji, Yusuf bin Ya'qub bin Mahran al-Dawudi, dan Abbas bin Ahmad
Muzakkar. Mazhab ini berkembang pesat pada abad V H. kemudian surut
karcna tidak lagi banyak pcngikut. Pada tahun 720 H, Abu Dawud meninggal
dunia dan di makamkan di Syuziniyah.*
. Ibn Hazm (384 - 456 H)

Ibn Hazm lahir pada tahun 384 H di Kordofa dengan nama lengkap
Ali bin Ahmad bin Said Ibn Galib ibn Saleh ibn Sofyan ibn Yazid. Beliau
dikenal juga dengan sebutan Abu Muhammad dan sehari-hari dikenal dengan
nama Ibn Hazm. Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid
berasal dari Persia. Sejak kecil, Ibn Hazm dibesarkan di dalam lingkungan
kcluarga kaya dan mcmpunyai status social tcrhormat. Mcski dalam
kekayaan berlimpah, Ibn Hazm rupanya lebih senang dengan ilmu dan mulai
menghafal al-Qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh pengasuhnya.

Dalam hal ilmu lainnya, mulanya Ibn Hazm Kkonscntrasi di bidang hadis,

3 7Bid, \12.



kesusastraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu lainnya. Namun, pada
akhirnya beliau menyenangkan diri dengan ilmu figh, tepatnya sejak tahun
408 H. sejak itulah beliau mulai mempelajari ilmu figh mazhab Maliki (di
tempatnya, Andalusia, mazhab Maliki memang lebih berkembang ketimbang
lainnya), setelah itu berpindah pada mazhab Syafi'l, hingga akhirnya
mengikuti mazhab az-Zahiri.’

Di dalam menyelami ilmu, Ibn Hazm pernah berguru, di antaranya
Abdul Hussein al-Fasi (belajar hadis, nahwu, dan lugah), Ahmad ibn
Mubammad al-Jasur, al-Hamdani dan Abu Bakar (belajar hadis), dalam
bidang ilmu figh kepada Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun, Mufti Kordofa,
dan dalam bidang ilmu tafsir beliau bclajar pada Bagi ibn Makhlad, teman
Imam Ahmad ibn Hanbal. Dari merekalah pemikirannya berkembang hingga
pada akhirnya mengambil jalan mengikuti mazhab az-Zzahiri.®

Dalam hal pembelaannya kepada mazhab az-Zahiri, Ibn Hazm
menyatakan, konsensus (//ma’) harus berpijak pada teks-teks al-Quran dan
hadis, sehingga aklamasi yang tercapai berlandaskan rasio atau analogi
adalah konsensus yang batal. Konsensus tak jarang hanyalah pendapat
pribadi yang kcmudian menjclma dan mengkristal mcnjadi opini publik
lantaran didukung otoritas kekuvasaan. Konsensus terkadang hanyalah

‘topeng tcoritis’ para pengecut yang dikcmukakan sebagai tameng bagi

5 M. Ali Hasan, Perbsndingan..., h. 235.
S Jbid h. 236.
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pendapat-pondapat tertentu yang lemah. Konsensus hanyalah klaim pihak-
pihak tertentu yang tidak mengetahui adanya khilafiyah, sehingga tidak anech
jika Ahmad bin Hanbal dengan tegas menyatakan: "Barang siapa mendaku
tercapainya konsensus maka dia adalah pembohong"”’

Dalam hal giyas, Tbn Hazm menolak analogi ala fugaha yang
terkonstruk berdasarkan ratio-legis. Ton Hazm kemudian menawarkan ide al-
dalil yang diharapkan dapat mcnggantikan posisi analogi versi fuqaha. Secara
epistemologis, konstruksi al-dalil dalam gagasan Ibﬁ Hazm tak lain adalah
mcminjam konstruksi silogisme (penarikan kesimpulan) Aristotcles yang
mengandaikan penarikan konklusi dari dua premis. Tbn Hazm menyadari
pentingnya aplikasi logika Aristoteles dalam tradisi Figih demi terwujudnya
pendasaran ulang epistemologi retoris dengan pisau analisis demonstratif.
Mcnurut, Irwan Masdugi, Ibn Hazm benar, ratio-logis ala fugaha yang ia
kritik memang mempunyai kelemahan metodologis yang sangat mendasar.
Ratio-legis ala fiqaha alib-alih menyelesaikan masalah, malahan yang terjadi
adalah munculnya konflik-konflik baru berupa menganganya perselisihan
pendapat antar ahli hukum.®

Dari situlah, setidaknya kita ketahui bahwa pada masa Ibn Hazm,

mazhab az-Zahiri mcngalami pcrkcmbangan sccara pemikiran (dongan

7 Abid al-Jabiri, Bunyab sl-Aql al-Arabi, h. 128-129 & 526.
Yrwan Masdugi, Rekopstruksi Paradigma Fikib Islam,
http://www.irwanmasdugi.blogspot.com/
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memasukkan unsur logika) daripada pendahulunya. Dan memang diakui
dalam sejarah, bahwa Ibn Hazm adalah salah satu pembela mazhab az-Zahiri
yang mampu mempcrtahankan cksistensi mazhabnya ini. Karcna
kegetolannya, pada masa itu mazhab az-Zahiri membuat banyak orang
tertarik untuk ikut.’

Dalam perjalanannya scbagai ulama figth, Tbn Hazm telah
mcengcjawant ahkan pemikiran figihnya dalam beberapa kitab, salah satunya
yang terkenal dan monumental adalah a/-Muhalls. Semasa hidupnya, beliau
tclah mcmbubuhkan namanya dalam bcberapa kcahlian, yaitu: dalam dunia
sastra, Ibnu Hazm adalah scorang penyair jenius. Penulis referensi psikologi
cinta klasik tcrbaik saat ini "Tauq Al Hamamah". Dalam dinamika figih,
beliau dikenal sebagai sosok yang tekstual. Pengusung mazhab Zahiri ini,
kerap dijadikan “ikon” pcnentang kaum rasionalis Islam, termasuk oleh para
ulama empat mazhab. Pada 456 H, kematian Ibnu Hazm dalam keterasingan
cinta, meminjam istilah Abu Zuhrah penulis biografinya, setelah ribuan
karyanya dibakar para “musubnya” di kota Sevilla saat itu, membuat khalifah
Islam Mansur al-Muwahidi, tcrmcnung pilu seraya berucap: “Setiap manusia

adalah keluarga Ibn Hazm”.'

® Muk. Zvhyi, Zs/am da/ear Liptasew Sejaral h. 128.
1 http://www.goodreads.com/review/show/19252062
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B. Pemikiran Mazhab az-Zahiri Tentang Nikah Tanpa Wali dan Saksi
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwasanya mazhab Dawud az-
Zahiri discbut-scbut scbagai mazhab yang mcmbolchkan nikah tanpa disertai
wali dan adanya dua orang saksi. Pendapat ini tentu menjauhi dari pendapat
imam mazhab dan mayoritas ulama yang menyepakati wali dan saksi sebagai
syarat nikah, meskipun dalam hal-hal teknis (furzliyah) banyak perselisihan
terjadi. Pertanyaan yang muncul kcmudian, benarkah pandangan mazhab az-
Zahiri memang begitu adanya, atau hanya pendapat beberapa ulama mazhab
tckstualis terscbut saja? Untuk mengetahui lebih jclas tentang ini, penulis akan
mencoba memaparkan pandangan mazhab az-Zahiri tentang masalah ini, tentu
saja dengan mengkaji literatur-literatur pokok mazhab az-Zahiri, terutama yang
bersumber dari kitab a/-Muhalla, sebagai kitab monumentalnya mazhab az-
Zahiri,
1. Wali nikah dalam perspcktif mazhab az-Zahiri
Scbagaimana dikatakan olch Abdul Wahab Khallaf, bahwa az-Zahiri
dalam rumusan hukumnya berdasarkan kepada nas-nas zahir al-Kitab dan al-
Sunnah, selama tidak ada jjma’ atau petunjuk al-Kitab lain yang menyatakan
bahwa yang dimaksudkan nas-nas tcrscbut bukan zahimya, di samping itu
juga mcngingkari giyas jali Itulah sebabnya maka tidak jatuh falag dalam
mazhabnya kecuali dengan lafaz-lafaz yang tersirat dalam Qur’an yaitu:

Talaq, sirah dan firgah. Karena landasan hukum yang berbeda ini, maka
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pendapat-pendapatnya banyak berselisih dengan jumhur ulama hingga
karenanya Imam Syibramulaysi mengharamkan bertaqglid kepadanya."!

Mcngenai syarat dan rukun nikah dalam mazhab az-Zahiri tidak harus
janda, aqad dengan sigat nikah/ zawaj, saling mewarisi sebagaimana
lazimnya, tidak ditcntukan dcngan masa, tidak bergantung dengan kcadaan
darurat, tidak harus dimeriahkan, tidak dalam kekhawatiran berbuat zina,
tidak harus berstatus janda, ada mahar (mas kawin).

Dalam hal wali pada suatu pernikahan, pada dasarnya, sebagaimana
para imam mazhab lainnya, mayoritas ulama az-Zahiri tetap mensyaratkan
wali dalam pernikahan. Bagi mayoritas mereka, wali menjadi syarat sahnya
nikah. Sebagaimana dijclaskan olch Ton Hazm, ulama az-Zahiri, di dalam
kitabnya a/-Muhalla, Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak halal bagi
wanita untuk mcnikah, baik janda maupun gadis, melainkan dengan izin
walinya: ayahnya, saudara laki-lakinya, kakeknya, pamannya, atau anak laki-
laki pamannya."

Dalil yang dijadikan hujjah oieh Tbn Hazm dalam hal ini adalah

firman Allah di dalam QS. an-Nur: 32, yang berbunyi:

(Y £, 25000 T 575U e Lol K0 0 553

1 posp:/leshal iblog.com/post/226105/444115
2 jhbn Hazm, al-Mubalis h. 588.
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"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. ">

Juga firman Allah SWT, di dalam QS. al-Bagarah: 221, yamg
berbunyi:
ATV -2 u.{,..» SE

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengsn wanita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman. ™

Menurut Ibn Hazm, ayat khitsb dari pada ayat ini adalah kepada
wali, bukan kepada perempuan (putrinya).'
Selain itu, beliau juga menggunakan hadis dari ‘Imran bin al-Husin

sccara marfu’, yaitu yang berbumyi:

4ofez o S

o ,;/‘/ .r’.'. o, 7.0 o -
il I U IS VB0 s il s 2

“Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan scorang wali dan dua orang saksi,’"
Hadis ini diriwayatkan juga olech Imam Ahmad dari al-Hasan dari
‘Imran bin al-Husin sccara marfu’ (sampai kcpada Rasulullah),
Menurut Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, kualitas
hadis ini adalah Sahlh dan dikcluarkan olch Abd Daud, at-Turmuzi, aj-

Tahawi, Ibn Hibban, ad-Daruqutni, al-Hékim, al-Baihaqi dan sclain mercka.

' Departemen Agama R, s/-Qur'sa dan Terjemabanays, h. 282

4 mid, h. 27

' Tbn Hazm, a/-Muballs, h. 588.

¥ Syaikh al-lmam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nailu/ Author, h.133
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Hadis ini juga dinilai sahth olch Ibn al-Madini, Ahmad, Ibn Ma’in, at-
Turmuzi, al-Zuhf, Ibn Hibban dan al-Hakim serta disetujui oleh Imam az-
Zahabi, Ton al-Mulaqqin di dalam kitab al-Khulagah berkata, “Sesungguhnya
Imam al-Bukhari telah menilainya sahih dan juga dijadikan argumentasi oleh
Tbn Hazm.” al-Hakim berkata, “Riwayat mengenainya telah sahih berasal
dari ketiga isteri Nabi Shallalléhu 'alaihi Wa Sallam; ‘Aisyah, Zainab dan
Ummu Salamah.” Kemudian dia menyebutkan 30 orang shahabat yang
semuanya meriwayatkannya.

Pcndapat Ibn Hazm tcntang kctidakbolchan wanita mcnikahkan
dirinya (tanpa wali) bisa diperkuat dengan pandangannya tentang nikah
mut'ah, Nikah "kontrak" yang pada praktcknya tanpa wali ini dan scring
diasosiasikan dengan nikah tanpa wali dan saksi ala az-Zahiri tidak
disepakati kebolehannya oleh Ibn Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah berkata:
“Nikah mut’ah tidak diperbolehkan, yaitu pernikahan hingga waktu tertentu.
Hal ini pernah dihalalkan pada masa Rasulullah saw., kemudian Allah
menghapuskannya melalui lisan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
untuk sclamanya hingga hari Kiamat."’

Meski demikian, adapula sebagian ulama az-Zahiri yang menyatakan
kebolehan melakukan akad nikah tanpa wali, tapi sedikit. Ini sebagaimana

dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus-Saja. Di dalam kitab Syafi'iyyah ini,

Y Ibn Hazm, al-Muballa, b. 675
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Salim bin Samir al-Khadrami, penulisnya, menyisipkan pandangan az-Zahiri
akan adanya pandangan mazhab tekstualis ini tentang "bolchnya" nikah
tanpa wali (dan saksi)."®

Daud (az-Zahirl) sendiri menyatakan nikah wanita tanpa izin wali sah
jika wanita tcrscbut janda, jika perawan maka nikahnya batal. Ini berbeda
dengan Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan juga Muhammad bin
Hasan, yang sccara tcgas tidak mcnsahkan wanita mcnikah tanpa izin
walinya."” |

Sepintas pendapat sebagian ulama mazhab az-Zahiri ini sama dengan
pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan nikah tanpa wali dan saksi
asalkan kufil. Tentang hal kufid atau Kkafa’ah, Tbon Hazm mempunyai
pandangan begini. Menurutnya, tidek ada vkuran-ukuran kufy’selama orang
itu muslimin, tidak bcrzina maka ia berhak mcnikah dengan semua
muslimah dan dengan syarat tidak tergolong perempuan pelacur. Semua
orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang yamg tidak
dikenal umpamanya, ia tidak dapat diharamkan kawin dengan anak khalifah.

Di antara dalil yang menjadi alasannya adalah scbagai berikut 20

QS al-Hujurat:10, yang berbunyi:

By DR 1)

18 Salim ibn Samir al-Khadrami, Kasyifatus-Ssja, b. 71.

19 Mahmud Syaltut Ali as-Sayis, Mugaranatul Mazihib £ al-Fighi, te1j. Abdullah Zakky dan
Maman Abd. Jaliel, b. 121

20 pitp://nurdi.multiply. com/journal/iteny/504
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“ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalsh bersaudara..."*

Juga di dalam QS. An-Nisa": 3, yang berbunyi:
L3 ST (s

“ ..maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi...””

Selain itu ada pula kejadian-kcjadian di masa Rasulullah seperti:
Rasulullah SAW yang mcngawinkan Zainab dengan Zaid bin Harisah (bckas
budak beliau). Juga Hadis dari Abu Hurairah, “Wahai bani Bayadah,
kawinkanlah perempuan-perempuanmu dengan Abu Hind dan kawinlah kamu
dengan perempuan-perempuan Abu Hind” (HR. Abu Dawud). Abu Hind
adalah tukang bekam dan bekas budak bani Bayadah sendiri. Bilal bin
Rabbah menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf (scorang
sahabat terpandang). Ali bin Abi Thalib ditanya orang tentang hukum kufi’,
beliau menjawab, “Semua manusia kufir’ satu dengan lainnya, baik Arab
dengan Ajam, Quraisy dengan Hasyim, dengan syaral mereka sama-sama
Islam dan beriman.?

Begitulah perbedaan pendapat yang mengitari di tengah-tengah ulama
mazhab az-Zahifi terkait dengan masalah kedudukan hukum wali dalam

pernikahan.

A Departemen Agama R, a/-Qur'an dan Terjemshaanys, h. 412
22 yps

Ibid h. 61
B Sayyid Sabiq, Fikih Sunnak 7, h. 37 - 40



53

Lalu bagaimana dcngan syarat-syarat wali dalam pernikahan?
Merujuk kembali kepada pemikiran Ibn Hazm, mazhab az-Zahiri rupanya
sama dalam hal ini dengan ulama mazhab lainnya. Hal yang berbeda
pendapat dengan ulama mazhab lainnya adalah pada hal-hal teknis
pernikahan saja.

. Saksi nikah dalam perspcktif mazhab az-Zahiri

Adapun saksi, ulama mazhab az-Zahif juga mengalami perbedaan
pendapat tentang kedudukan hukumnya. Di dalam a/-Muhalla, Tbon Hazm
menjclaskan, bahwa tidaklah scmpurna nikah tanpa adanya kcsaksian dua
orang yang adil. Pendapat Ibn Hazm ini didasarkan pada dari 'Aisyah,

Rasulullah saw. bersabda:**
e G 3 By, b6 K S il ) 03 w55 ol
B3y 005 gy ohllas iy o,
" sispapun wanita yang menikah tanpa izin walinya atav kesaksian dua orang
yang adil, maka nikahnya batal apabila telah melakukan persetubuhan, maka
baginya maskawin, dan apabila sendirian, maka penguasa berhsk menjadi
wali bagi siapa (perempuan) yang tidak ada wali baginya. "™
Dalam kitabnya pula, Ibn Hazm menambahkan, bahwa saksi nikah

harus ada ketika akad nikah dilaksanakan, dan jika saksi tersebut tidak hadir

* Ibn Hazm, Al-Madhalla, h. 606. .
5 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Savrah, Sunan st-Turmuzi, b. 352
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(disimpan/istaktama), maka nikah tersebut termasuk pada kategori nikah
sirri. Terhadap nikah sirri ini, Ibn Hazm menyatakan nikahnya batal.®

Mcngenai syarat-syarat saksi, uwlama Zahiriyah umumnya sama
dengan pendapat ulama lainnya, yaitu: Islam, Balig/berakal, laki-laki, schat
jasmani (tidak tuli dan buta), dan adil. Hanya, dalam hal bagian tcrtentu
seperti terdapat perbedaan pendapat dengan ulama mazhab lainnya, seperti
dalam hal kemerdekaan (a/-hurr) yang oleh jumhwr dijadikan syarat saksi.
Menurut ulama Zahiriyah, seorang saksi tidaklah harus merdeka. Kesaksian
scorang hamba itu juga dapat ditcrima, karcna pada dasamya yang
diisyaratkan itu hanyalah keadilan. Masalah kehambaan tidaklah berpengaruh
dalam penolakan kesaksian, kecvali apabila ini telah ditetapkan oleh
Kitabullah, Sunnah, dan jjma’ (versi Zahiriyah).”

Syarat keadilan ini begitu ditekankan, terutama oleh Ibn Hazm.
Dalam kitab A/-Muballa karangan Ibnu Hazm discbutkan: "Tidak dapat
diterima menyangkut masalah zina kurang dari empat saksi yang tcrdiri atas
laki-laki yang adil dan muslim, atau pengganti setiap lelaki dua orang wanita
muslimah dan adil. Dengan demikian, para saksi itu terdiri atas tiga laki-laki
dan dua orang wanita, atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita, atau
satu orang laki-laki dan enam orang wanita, atau delapan orang perempuan

saja. Dan tidak diterima dalam seluruh hak yang menyangkut hudud, darah,

* Ibid b. 607.
% Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj, M.A. Abdurrahman dap A. Haris Abdullab, b. 687.
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begitu pula gisas, nikah, talsk, dan rujuk kecuali kesaksian dua orang laki-
laki yang muslim dan adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan,
atau empat orang perempuan. Selain itu, dapat diterima dalam semua
masalah tersebut selain masalah hudud kesaksian seorang laki-laki yang adil
atan dua orang perempuan boscrta sumpah si penuntut. Kesaksian seorang
perempuan yang adil atau scorang lelaki yang adil hanya dapat diterima
dalam soal persusuan.”®

Tentang bilangan (jumlah) saksi yang harus hadir pada pernikahan, Ibn
Hazm menjelaskan, bahwa kesaksian seorang lelaki adil ditambah dua orang
saksi perempuan dapat dijadikan jaminan sahnya akad, sebab jumlah dua
orang perempuan dalam hal ini sama halnya dengan satu Iclaki. Begitu pula,
kesaksian empat orang saksi perempuan dijelaskan dapat menjadi saksi.”?
Secara implicit, pendapat Tbn Hazm ini memberikan pemahaman kepada kita,
bahwa syarat laki-laki sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama sebagai
syarat saksi, dalam hal-hal tcricntu tidak muthlak. Artinya, seorang
perempuan juga boleh menjadi saksi. Dalam hal ini, Ibn Haan berbeda
pcndapat dengan pandangan Imam Malik, kalangan mazhab Syafi'i, dan
kebanyakan Ahli figih membolehkan kesaksian wanita dalam perkara harta

benda dan semisalnya secara khusus. Namun, kcsaksian wanita tersebut tidak

28 Tbn Hazm, al-Meballs h. 512
2 Ibid, h. 606 - 607
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dapat diterima dalam perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum badani,
seperti hudud, qisas, nikah, talag dan rujuk®

Begitulah pendapat mazhab az-Zahiri terkait dengan syarat bagi saksi
dalam pernikahan, yang diwakili oleh salah satu pengikutnya, Imam Ibn
Hazm, yang pada dasarnya sama dengan syarat-syarat yang diharuskan ada

bagi wali nikah.

3° Sayyid Sabiq, Fikih Sunnsh 4, h. 370



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB AZ-Z AHIR

TENTANG NIKAH TANPA WALI DAN SAKSI

A. Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab az-Zahiri Tentang Nikah Tanpa Wali dan
Saksi

Daud az-Zahiri dikenal sebagai pendiri mazhab figh Zahiriyah. Aliran ini
hanya mengambil dasar hukum dari al-Quran dan hadis menurut bunyi
literernya. Tak heran jika mazhab ini dikenal dengan n_:aihab tekstualis dan
skripturalis. Dalam menjadikan teks-teks al-Qur'an dan hadis, ia menolak
penafsiran baik melalui logika maupun giyas. Dalam banyak kasus hukum, ia
scringkali berbeda dengan mazhab empat. Ini merupakan akibat logis dari adanya
perbedaan prinsip yang dianut oleh kedua belah pihak.'

Dalam menggunakan dalil sebagai dasar daripada fatwa hukum, Dawud az-
Zahiri menolak giyas, sebagaimana dijadikan hujjah oleh ulama mazhab lainnya.
Mcnurwt Abu Sulaiman (julukan Abu Dawud), sclagi tidak ada hukum suatu
masalah yang disebut di dalam al-Qur'an, maka yang dipegang adalah jjma’
Ijma’ dimaksud di sini adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid di masa

tertentu. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendapat az-Zahiri merupakan

! Abdullah Mastofa Al Maraghi, Pakar-Pakar Figh Sepanjang Scjarad, b. 112
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bahasa halus dalam menolak kehujehan ijma’, karena jjma’ seperti ini tidak
mungkin terjadi seperti yang dikemukakan Imam asy-Syz:lﬁ’i.2

Hingga mazhab ini dikembangkan lagi oleh pembelanya yang terkenal,
Tbn Hazm, di Andalusia, mazhab ini tetap menolak giyas dan unsur logika dalam
menafsirkan ayat sebagai dalil penetapan hukum. Menurut Tbn Hazm, konsensus
(ijma’) harus berpijak pada teks-teks al-Quran dan hadis, sehingga aklamasi yang
tercapai berlandaskan rasio atau analogi adalah konsensus yang batal. Konsensus
tak jarang hanyalah pendapat pribadi yang kemudian menjelma dan mengkristal
menjadi opini publik lantaran didukung otoritas kekuasaan. Konsensus terkadang
hanyalah ‘topeng teoritis’ para pengecut yang dikemukakan sebagai tameng bagi
pendapat-pcndapat tertentu yang lomah. Konscnsus hanyalah klaim pihak-pihak
tertentu yang tidak mengetahui adanya khilafiyyah, sehingga tidak anch jika
Ahmad bin Hanbal dengan tegas menyatakan: "Barang siapa mendaku
tercapainya konsensus maka dia adalah ];wembohong"3

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri, sebenarnya apa yang
disampaikan Ibn Hazm paradoks dengan apa yang ditetapkannya dalam masalah-
masalah hukum yang telah ditetapkannya. Misalnya soal bilangan saksi dan
perbandingannya dengan jenis kelamin seorang saksi pada sebuah akad. Dalam
salah satu pikirannya tentang saksi, Ibn Hazm jelas mendasarkan argumentasinya

terhadap peranan logika. Satu contoh adalah bolchnya dua orang pcrcmpuan

2 hp://www.cybermg.com/index. php?pustaka/detail/6/1/pustaka-112. htm}
3 Abid al-Jabiri, Bunyah al-Agl al-Arsbi, h. 128-129 & 526.
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menjadi saksi beserta satu orang Jaki-laki.! Kiranya, Tbn Hazm mcndasarkan
pendapatnya pada argumentasi konseptual terhadap apa yang ada di dalam
masalash waris, yang menyebutkan bahwa bagian perempuan setengah dari
bagian laki-laki, yaitu 2 banding 1. Dengan kata lain, Ibn Hazm menggiyaskan
masalah saksi ini dengan masalah waris yang menyamakan bilangan 2 orang
perempuan sama dengan 1 orang laki-laki. Karenanya, saksi seorang laki-laki dan
dua orang perempuan boleh baginya, dengan alasan perbandingan di atas.

Mengenai perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya menikah tanpa
wali dan saksi di dalam mazhab az-Zahiri, kita perlu membedakannya pada:
pertama, pendapat Ibn Hazm sebagai ulama yang tidak membolehkan, dan
kedua, kepada ulama selain Tbn Hazm yang membolehkannya.

Dominasi teks dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, dapat dilihat dari dua
pandangan berbeda ini. Bagi Ibn Hazm, tidak bolchnya mcnikah tanpa wali dan
saksi didasarksn pada banyaknya teks hadis yang nyata-nyata tidak
diperbolehkan/dilarang melakukan scorang pcrcmpuan mcnikahkan dirinya tanpa
sepengetahuan walinya dan dua orang saksi. Dia menyebutkan beberapa hadis,
seperti hadis dari A'isyah r.a., Rasulullah saw. bersabda:’

30 0 B 5 0 ot G5 16 Ly G o Tl

,’.‘ 703,

.:d‘ ",U’:;O’ BDWUUM“

* Iba Hazm, al-Muballs, b. 512
5 Ibid b. 606.
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" sigpapun wanita yang menikah tanpa izin walinya atau kesaksian dus orang
yang adil, maka nikahnya batal apabila telah melakukan persetubuhan, maka
baginya maskawin, dan apabila sendirian, maka penguasa berhak menjadi wali
bagi siapa (perempuan) yang tidak ada wali baginya. "’

Menurutnya, apa yang tertera di dalam teks hadis di atas sudah jelas
tentang tidak bolehnya melakukan nikah tanpa wali dan saksi.

Ulama lain dalam mazhab az-Zahiri pun tidak serta merta membolchkan
nikeh tanpa wali dan saksi ini. Dalam salah satu penjelasan disebutkan, bahwa
Daud (az-Zahiri) menerangkan, nikah wanita tanpa izin wali sah jika wanita
tcrscbut janda, jika perawan maka nikahnya batal.” Sementara itu, ulama
Hanafiyah menjelaskan bahwa keperawanan tidaklah berpengaruh terhadap hak
dirinya yang aqgilah (berakal sehat) dan balig (dewasa) dalam akad nikah.
Hanafiyah berpendapat, bahwa syara' sudah cukup hanya dengan melihatnya dari
sisi kerelaan si wanita. Sebab, scandainya perempuan perempuan tidak memiliki
sifst pemalu, maka tidaklah dapat ditemukan perbedaan mencolok antara
perawan (bikr) dan janda (sayyib).’

Menurut penulis, dari penjelasan ini, justru mazhab Hanafiyah yang
menyatakan nikah tanpa wali sah, senyampang wanita tersebut telah menyatakan

kerelaannya, Kiranya, ulama Zahiriyah yang mendengungkan fatwa boleh tanpa

S A ‘Is& Mohammad bim ‘Ts# bin Saursh, Sunar sv-Turmezs, b. 352

7 Mahmud Syahw, Mugsranst w/ Mazahib. .., h. 121

* Mahmuod Syattw Ali as-Sayis, Mugaranatul Mazabib B al-Fighi, tesj. Abdullah Zakki dan
Maman Abd. Jaliel, h. 124 - 125
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wali dan saksi adalah ulama yang secara tekstualis mengambil dalil al-Qur'an
sebagaimana di dalam QS. An-Nisa': 3, yang berbunyi:
fxi..’:'n o r.’ﬁ b G \3;..?56
« . maka nikahilah perempuan-perempuan (Iain) yang kamu senangi. . i

Di dalam ayat tersebut, memang tidak disebutkan teks yang menyatakan
keikutseriaan wali dan saksi dalam perintah/anjuran nikah. Namun, sebagian
besar ulama Zahiriyah menggunakan hadi's-l;adi's, sebagai penjelas terhadap tata
cara pelaksanaan nikah, yang oleh ulama Zahiriyah juga dianggap dasar
penetapan hukum. Bagi mereka, hadis berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, baik
merinci sesualu yang global, menegaskan kembali maupun memberikan
pengkhususan.

Berdasarkan hasil analisa penulis dari berbagai lileralur yang
menerangkan tentang pandangan ulama mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa
wali dan saksi ini, nyatalah bahwa sedikit saja ulama mazhab tekstualis ini yang
menyatakan boleh. Bahkan, Imam Ibn Hazm, sebagai ulama penting pada
mazhab tersebut menyatakan tidak boleh. Termasuk pada masalah nikah mut'ah
(nikah tanpa wali dan saksi) yang dipcrbolchkan olch mazhab Syi'ah Imamiyah
Ibn Hazm tidak membolehkannya. Begitu juga dengan nikah sirri, yang pada

prakteknya tidak mendatangkan saksi (istakrama).

% Departemen Agama Rl, 22 Qur'sn dan Tejemabannys, b. 61
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B. Relevansi Pemikiran Mazhab az-Zahiri Tentang Niksh Tanpa Wali dan Saksi

Dalam Kontecks Indonesia

Di Indonesia telah disepakati oleh majelis ulama Indonesia bahwa fikih
munakshat yang berlaku adalah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Selain KHI, adapula Undang-Undang Perkawinan yang
dipegang di Indonesia membahas masalah perkawinan, scbagaimana pada Pasal 1
Undang-Undang Perkawinan No.l tahun 1974, yang menjelaskan definisi
perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa. |

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk
menurut Undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain
dalam masyarakat. Tkatan batin adalah hubungan yang mengikat kcdua pihak
saja. Suami istri adalah fangsi masing-masing pihak sebagai akibat dt'ari adanya
ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi
sebagai suami istri."?

Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus
dipenuhi  berdasarkan peraturan undang-undang sebelum  perkawinan

dilangsungkan. Syarat perkawinan dibedakan dalam:

1° Abdat Kadir Mahammad, Hukum Perdata Indoncsia, b. 74
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1. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak
melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan izin, dan
kewenangan untuk memberi izin

2. Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang
berkaitan dengan upacara nikah."

Di dalam KHI pasal 1 dijelaskan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab
yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau
wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.!? Pasal ini mengandung pengertian,
pcrempuan tidak bolch mengawinkan dirinya sendiri kecuali dengan adanya wali
dan 2 orang saksi.

Kctctapan ini dinilai dipengaruhi oleh pandangan hukum Imam Syaff'i.
maklum, mayoritas muslim Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Di dalam
konstruk mazhab ini, tabial kaum wanita dinilai cenderung pasif, menerima
aturan main, menekuni sesuatu dan analisisnya kurang. Sebaliknya kaum laki-
laki sulit bersabar menghadapi kesibukan monoton, berjiwa adventure
(pctualangan), memiliki daya analisis tinggi, tidak takut mengambil resiko dan
berinisiatif. Memang, dalam kasus-kasus tertentu bisa terjadi hal sebaliknya,

misalnya ada wanita yang berkaraktcr maskulin (scperti laki-laki), dan ada laki-

! Yomariyah, Hukum Perdats, h. 43
2w Abdurrabman, Kompilssi Hukum Islam Di Indogesis, b. 113



laki yang berkarakter feminim (seperti wanita). Namun secara umum, perbedaan
karakter di atas berlaku secara luas.”

Namun, apa yang tertera di atas kertas UU dan KHI, tidak serta merta
diikuti oleh perkembangan pikiran masyarakal. Saal ini, banyak kasus di
masyarakat yang tidak mengindahkan aturan-aturan pernikahan di atas dan
mengambil cara atau mazhab lain dalam melaksanakan pernikahan. Salah
satunya adalah nikah sirri, nikah mut'ah, dan bahkan tanpa wali dan saksi. Cara-
cara semacam ini terjadi dengan alasan, bahwa ternyata seseorang yang mau
melakukan perkawinan tidak semua prosesnya berjalan dengan lancar. Terutama
ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita lantas tidak disetujui oleh
orang tuanya yang akan bertindak sebagai walinya. Adapula karena ketérbat asan
ckonomi, sementara kchendak scksual akibat dentuman informasi seks bebas
begitu kuat mendorong. Maka dicarilsh pendapat ulama yang membolehkan
nikah tanpa wali dan saksi.

Praktek nikah tanpa adanya wali dan saksi ini akan memberikan dampak
negatif dan mendatangkan kemadaratan, sedangkan kemadaratan harus
dihilangkan.

Melihat kenyataan ngiris "prilaku nikah" masyarakat modern semacam
ini serta dilematika problem KHI dan Undang-undang Perkawinan scbagai

pengikat pclaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia, bisa dikatakan bahwa

13 Abs Muhammad Waskito, Muslimak Weding, h. 32
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pandangan-pandangan ulama Zahiriyah masih relevan dari satu sisi dan
sebaliknya dari sisi lainnya.

Dari sisi tidak diperbolehkannya nikah tanpa wali dan saksi (termasuk
nikah sirr) sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hazm, jelas relevan dalam
halnya menekan angka kebebasan seksual, kekacauan dan kekerasan dalam
rumah tangga. Dalam hal saksi, pendapat Ibn Hazm yang membolehkan
perempuan untuk menjadi saksi (meskipun masih mendominasikan laki-laki
sebagai cermin) juga relevan dengan pandangan masyarakat modern, terutama
pandangan kaum-kaum feminis yang memperjuangkan kesamaan peran dan
status dalam selurvh ruang hidup sosial. Apa yang difatwakan Ibn Hazm tentang
wali dan saksi nikah juga sesuai dengan KHI, meskipun dalam hal-hal tertentu

(namun tidak prinsipil) tampak berbeda.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang pemikiran
dan pandangan mazhab az-Zahifi tcntang nikah tanpa wali dan saksi, maka
dapat disimputkan :

1. Di dalam mazhab az-Zahiri, tcrdapat dua pcndapat dalam hal nikah tanpa
wali dan saksi: ada yang membolehkan dan ada yang tidak mcmbolchkan.
Perlu diketahui, Abu Dawud sendiri yang membolehkan memberikan
catatan-catatan, di antaranya masih janda. Dan yang tidak membolehkan
adalah Ibn Hazm, baik janda ataupun bukan.

Dasar yang digunakan oleh yang membolehkan adalah teks ayat di dalam
QS. An-Nisa: 3, yang artinya: “..maka nikahilah perempuan-perempuan
(lain) yang kamu secnangi...”. Scdangkan dasar yang digunakan oleh Ibn
Hazm (melarang), di antaranya hadis dari A'isyah r.a. Rasulullah saw.
bersabda:

" sispapun wanita yang menikah tanpa izin walinya atau kesaksisn duva
orang yang adil, maka nikahnya batal apabila telah melakukan persetubuhan,

maka baginya maskawin, dan apabila sendirian, maka pengussa berhak
menjadi wali bagi siapa (perempuan) yang tidak ada wali baginya."”
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2. Kekuatan dari pandangan pemikiran ulama az-Zahiri adalah pada kchati-
hatian mereka. terhadap penggunaan teks-teks al-Quran dan Hadis, Untuk
menjaga autentitas makna dari suatu tcks (dalil), mereka berusahan untuk
tidak menggunakan logika (giyas), dan juga menghindari jjma’ yang tak
scmpurna. Kclcmahannya, pandangan seperti dipegang mazhab az-Zahiri
dalam menetapkan hukum ini tidak elastis, sechingga tidak akan dapat
menyelesaikan masalah ketika ada kasus baru yang tidak ada dalam nas.
Misalnya, ketika ada alasan khusus yang diperbolehkan secara syar’ bagi
scscorang untuk mclaksanakan nikah tanpa wali dan saksi. Bagi Ibn Hazm,
tetap tidak boleh.

3. Dari sisi tidak membolchkan nikah tanpa wali dan saksi (Ibn Hazm),
pandangan az-Zahiri relevan dengan konteks Indonesia. Dari sisi
dibolehkannya nikah tanpa wali dan saksi, belum relevan, meskipun

kebebasan bergaul begitu marak terjadi.

B. Saran
1. Perlunya mengkaji kembali pemikiran hukum ulama mazhab az-Zahid
Icbih dalam lagi, mengingat pandangan tentang sahnya nikah tanpa wali
dan saksi seringkali diidentikkan mazhab az-Zahiri ini, dan dijadikan dasar
olch rcmaja dan kaum muda di Indoncsia dalam mcnghalalkan seks

bebasnya tanpa biaya dan modal besar.
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